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 P U T U S A N 

Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Buol 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara terten tu  

pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan 

perkara Cerai Gugat antara: 

NAMA PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, 

pekerjaan PNS di DISKOMINFO, tempat tinggal di 

Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, 

selanjutnya disebut sebagai Penggugat; 

m e l a w a n 

NAMA TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, 

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Rutan Leok 

II, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, 

selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari berkas perkara;  

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2017 

yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 

S A L I N A N 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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0172/Pdt.G/2017/PA.Buol, mengajukan Cerai Gugat dengan dalil -dalil sebagai 

berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan  pada hari 

Kamis tanggal 05 April 2012 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli 

berdasarkan  Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/05/IV/2012, tertanggal 09 April 

2012;  

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah  

orang tua Penggugat di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten 

Buol sampai berpisah; 

3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah 

mencapai 5 tahun 6 Bulan, awalnya rukun dan damai sebagaimana  

layaknya  suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba’da 

dukhul),  namun belum dikaruniai keturunan; 

4. Bahwa sejak tanggal 15 Juni 2012 rumah tangga antara Penggugat dan 

Tergugat mulai goyah dan tidak  ada lagi keharmonisan karena terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:  

a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar; 

b. Tergugat sudah dalam proses menjalani hukuman pidana selama 8 

tahun; 

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 

Pebruai 2015 ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut yang 

mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman orang tua 

Pengguat di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ke rumah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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orang tua Tergugat di Kota Makassar sejak tanggal 01 Pebruari 2015 

sampai sekarang telah mencapai 2 tahun 8 bulan dan selama pisah tempat 

tinggal Tergugat telah melalaikan  kewajibannya  sebagai  suami dengan 

tidak  pernah  memberikan  nafkah kepada Penggugat; 

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat 

dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap 

berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat; 

7. Bahwa selama  pisah  tempat  tinggal  antara  Penggugat dan Tergugat 

tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat 

mempertahankan rumah tangganya lagi, karena  tujuan  perkawinan tidak 

dapat terwujud; 

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut : 

Primer : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT 

terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT; 

3. Membebankan biaya  perkara  sesuai peraturan yang berlaku; 

Subsider : 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara 

ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Disclaimer
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Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat 

dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah 

mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi 

dengan mediator Faiz, S.H.I., M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 28 

Nopember 2017, akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya 

damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah 

tangganya, akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam persidangan 

telah menyerahkan  Surat Keputusan tentang Pemberian  Izin perceraian Nomor: 

873.4/04.36-BKPSDM/2017 yang dikeluarkan atas nama Bupati Buol tertanggal  

11 Oktober 2017; 

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan 

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap 

dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan 

jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

• Bahwa Tergugat mengakui posita angka 1,2,3, dan 4; 

• Bahwa Tergugat membantah posita angka 5, karena yang sebenarnya 

terjadi Tergugat pergi ke Makassar hanya  9 (Sembilan ) bulan lamanya, 

dan itupun dengan  tujuan Tergugat berobat karena Tergugat sakit. 

Tergugat hanya 9 bulan di Makassar, karena Tergugat kembali lagi ke 

Buol untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri dan Tergugat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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masih hidup bersama dengan Penggugat serta Tergugat masih 

memberikan nafkah; 

• Bahwa Tergugat membantah posita angka 6, karena belum ada pihak 

keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat; 

• Bahwa Tergugat membantah posita angka 7, karena Penggugat dan 

Tergugat masih ada komunikasi; 

• Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat; 

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat mengajukan 

replik secara lisan yaitu : 

• Bahwa yang dimaksud Penggugat dalam posita angka 5 (lima) selama 2 

tahun 8 bulan adalah total jangka waktu berpisah Penggugat dan 

Tergugat hingga gugatan diajukan serta tidak ada nafkah yang diberikan  

oleh Tergugat kepada Penggugat; 

• Bahwa Penggugat tetap dengan posita angka 6, karena antara 

Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan atau didamaikan oleh 

orang tua Penggugat; 

• Bahwa untuk posita angka 7, memang masih ada komunikasi. Namun itu 

setelah Penggugat dan Tergugat menjalani proses mediasi di Pengadilan 

Agama dan sejak 4 hari yang lalu sudah tidak ada komunikasi lagi. 

Karena semua nomor handphone Tergugat sudah Penggugat blokir;  

Bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat mengajukan duplik 

secara lisan yang pada pokoknya yaitu : 

• Bahwa Tergugat tetap membantah posita angka 5, karena Tergugat 

selama di RUTAN Leok II masih memberikan nafkah lahir dan batin 

Disclaimer
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kepada Penggugat dalam waktu 2 minggu sekali. Dan terakhir 

memberikan nafkah batin pada bulan September 2017; 

• Bahwa Tergugat mengakui posita angka 6, memang pernah dirukunkan 

oleh orang tua Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2017;  

• Bahwa Tergugat tetap membantah posita angka 7, karena antara 

Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi sejak sebelum mediasi 

di Pengadilan Agama; 

• Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti Tertulis yaitu :  

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli Nomor 

143/05/IV/2012 Tanggal 09 April 2012, bermeterai cukup dan telah 

dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1); 

2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN.Bul yang telah 

dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol. Fotokopi Salinan 

Putusan tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.2); 

3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2016/PT.PAL yang telah 

dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol. Fotokopi Salinan 

Putusan tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.3); 

Bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut, Tergugat menyatakan 

menerima, dan untuk bukti P.3 Tergugat mengakui bahwa bukti tersebut sudah  

berkekuatan hukum tetap karena Tergugat tidak mengajukan upaya hukum 

kasasi; 
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Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan Majelis 

Hakim juga memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan 

pembuktian terhadap dalil dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan 

tidak mengajukan alat bukti apapun; 

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada 

pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon putusan, 

sedangkan Tergugat juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap 

tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan memohon putusan; 

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana yang telah diuraikan di muka; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa 

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten  

Tolitoli, Nomor 143/05/IV/2012, tertanggal 09 April 2012 oleh karena itu 

Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009; 
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Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 

dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan 

gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63  Ayat 

(1) Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto 

Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka 

perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh -

sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar kembali 

rukun, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usah a tersebut 

tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, semua perkara perdata yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu 

harus dilaksanakan mediasi, dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator 

Hakim Faiz, S.H.I, M.H dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, namun 

berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;  

Menimbang, bahwa sebelum tahapan persidangan lebih lanjut, Majelis 

hakim telah memeriksa Surat Izin Cerai Penggugat, karena merupakan 

persyaratan administrasi bagi Pegawai Negeri Sipi l yang akan melakukan 
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perceraian, dan Majelis Hakim menilai surat izin cerai dimaksud telah 

memenuhi ketentuan dari Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 

tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;  

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang 

diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang 

tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang in i diatur dalam ketentuan  Pasal 

80  Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan pada 

pokoknya tetap pada dalil gugatnya; 

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 

mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai 

dalam duduk perkaranya tersebut diatas; 

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat 

mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai 

dalam duduk perkaranya tersebut diatas; 

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyampaikan Duplik secara lisan 

yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut 

diatas; 

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat 

mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama 

Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Nomor 143/05/IV/2012, tertanggal 09 

April 2012 yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan 

Disclaimer
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dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi  

kode bukti P.1, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg; 

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.1 sesuai dengan aslinya, 

bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga bukti tersebut dapat diterima 

sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2  Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 

Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan 

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah memenuhi 

syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal 

pembuktian. Sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki 

kekuatan pembuktian yang mengikat. Maka terbukti bahwa Penggugat dan 

Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah; 

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti tertulis 

berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN.Bul yang telah 

dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol. Fotokopi Salinan Putusan 

tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.2) dan Fotokopi 

Salinan Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2016/PT.PAL yang telah dilegalisasi oleh  

Panitera Pengadilan Negeri Buol. Fotokopi Salinan Putusan tersebut bermeterai 

cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.3); 

Menimbang, bahwa meskipun bukti  P.2 dan P.3 hanya berupa Fotokopi 

salinan putusan, namun dalam Fotokopi salinan putusan tersebut telah 

dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol yang menyatakan Fotokopi 

tersebut isinya sesuai redaksi surat asli; 
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Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.2 dan P.3 telah dinazegelen, 

sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2  

Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Juncto 

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang 

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal 

yang Dikenakan Bea Meterai; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa 

Fotokopi Salinan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN.Bul yang memutuskan 

bahwa Tergugat mendapat hukuman pidana penjara selama 8 tahun; 

 Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P.3 berupa 

Fotokopi Salinan Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2016/PT.PAL yang dalam amar 

putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 

36/Pid.Sus/2016/PN Bul dan menurut pengakuan Tergugat, Putusan tersebut 

sudah berkekuatan hukum tetap karena Tergugat sudah tidak mengajukan 

upaya hukum kasasi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut telah 

memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi 

batas minimal pembuktian. Bukti P.2 dan P.3 tersebut bersifat sempurna dan 

memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Maka terbukti bahwa Tergugat 

mendapat hukuman penjara 8 (delapan) tahun pada bulan September 2016; 

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan alat-alat 

bukti Penggugat yang dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat yang 

dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 

Disclaimer
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• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan tercatat 

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli pada 

tanggal 5 April tahun 2012;  

• Bahwa Tergugat sudah mendapat hukuman pidana penjara selama 8 tahun 

pada bulan September 2016 dan saat ini sudah berada di RUTAN Leok II; 

• Bahwa Putusan Pidana Penjara Tergugat selama 8 tahun tersebut sudah 

berkekuatan hukum tetap karena Tergugat sudah tidak mengajukan upaya 

hukum; 

• Bahwa Putusan Pidana penjara Tergugat dijatuhkan setelah perkawinan 

Penggugat dan Tergugat;  

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa saat ini Tergugat 

sudah dalam proses menjalani hukuman pidana 8 tahun; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf c Peraturan Pemerin tah  

Nomor 9  Tahun  1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak 

mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah 

perkawinan berlangsung; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum 

Islam Perceraian dapat terjadi karena alasan salah  satu pihak mendapat 

hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan  

berlangsung; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 

9  Tahun  1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari 

suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang 

lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan 
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putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan 

putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang 

menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Apabila gugatan perceraian didasarkan  

atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk 

memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup 

menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang 

memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Tergugat 

mendapat hukuman pidana Penjara selama 8 tahun dan sudah berkekuatan 

hukum tetap. Hukuman pidana penjara tersebut dijatuhkan kepada Tergugat 

setelah Penggugat dan Tergugat menikah;   

Menimbang, bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  hukum 

tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan  Penggugat 

berdasarkan alasan Pasal 19 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 

1975 Juncto Pasal 116 Huruf c Kompilasi Hukum Islam Juncto pasal 74 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dipandang 

telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan 

Penggugat patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat  beralasan 

hukum, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan 
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menjatuhkan talak satu Bai’n Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai 

ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI); 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk 

mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap 

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat 

tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan keduanya untuk dicatat dalam 

daftar yang disediakan untuk itu; 

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini. 

M E N G A D I L I 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap 

Penggugat, NAMA PENGGUGAT; 

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan 

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan  

Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk 

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp. 211.000.,- (dua ratus sebelas ribu  rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada 

hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal     

16 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh Drs. Nurmaali sebagai Ketua Majelis, 

Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I masing-masing 

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi 

oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Arifin sebagai Panitera serta 

dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. 

 Hakim Anggota I, Ketua Majelis, 

 ttd ttd 

 Muhammad Jalaluddin, S.Ag Drs. Nurmaali 

 Hakim Anggota II, 

 ttd 

 Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I 

  Panitera,  

  ttd 

  Drs. Arifin 

Rincian Biaya Perkara : 

1.  Biaya Pendaftaran : Rp.  30.000,- 

2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,- 

3. Biaya Panggilan   : Rp. 120.000,-  
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4. Redaksi                  : Rp. 5.000,- 

5. Meterai                  : Rp. 6.000,- 

Jumlah                     : Rp. 211.000,-   

                               (dua ratus sebelas ribu  rupiah) 

 
 

 

UNTUK SALINAN, 

PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL, 

 

 

                                          Drs. ARIFIN 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16


